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ABSTRAK  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa jenis pajak dan 

retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar 

Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. 

 Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 

No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 

Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pajak Daerah; 

Retribusi Daerah; Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak Dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, 

Pembebasan, Penghapusan Atau Penundanaan Atas Pokok Pajak/Retribusi; 

Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; 

Sinergitas Pengelolaan Pajak Dan Retribusi; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem 

Informasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. 

CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 

2023. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10  Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13  Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11); 

b. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 

Nomor 12); 

c. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 



Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 6); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  Nomor 

2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Penjelasan : 14 hlm. 

 Lamp. : 57 hlm. 

 




